GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/133/B.II1/HK/2016

TENTANG

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan
Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79\ Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;,



Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/3893/KEUDA Tanggal 2

Desember 2015 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum
pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah

segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah

disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila
Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi,
akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

: Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakaria;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
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LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR

1 G/133/B.IWVHK/2018

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2018

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHANHAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN

No

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempumaan

Keterangan

2

3

4

Konsideran Mengingat:

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-{ndangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai benkut:

Konsideran Mengingat angka 10 dihapus dan angka 11
disempumakan menjadi:

10. Dihapus

11. Undang-Undang Nomor

Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik
5679);

23 Tahun 2014 tentang
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 digunakan hanya sebagai
pedoman penyusunan Ssehngga
tidak peru dicantumkan dalam
konsideran mengingat.




